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KEPUTUSAN MENTEM AGAMA REPUBLIK IIYDONESIA

Nomor z Kw.2E.4l1l?P.001 76\7 DAIS

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN TZIN OPERASIONAL PENDIRIAN T}tADRASAH ALIYAH SWASTA

DARUL MUSTAFA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu

memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk

menyelenggarakarr madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif,

teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainrana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu

4menetapk4n Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin

Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta DARUL MUSTAFA, Kabupaten Lebak.

c

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor T8,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4303I );

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a586);

Peraturan Pemerintah Nonror l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lerrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 32Tahun 20 l3 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor l9 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013

nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5410)l

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nornor a8$);

Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

b.

Mengingat : l.

Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nommor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 4C4l):

Peraturan Pernerintah Nomor t7 Tahun 20 l0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lerrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahah atas Peraturan

Pemerintair Hornor l7 Tahun 20 l0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan

Prasarana Untuk Sekolah Dasar,/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

Pertama \{adrasah Tsanas i1ah. dan Sekolah Menengah Atas'Madrasah Alirah: O
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Peraturan Menteri Pendidika Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan

Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi peraturan

Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Nomor 23, Tahun 2013 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor l5 Tahun 20 l0 tentang Standar pelayanan

Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan

Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan pengawas

Pendidikan Agarna Islarn pad Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 206) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3l Tahun

20l3 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang

Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor l3 Tahun 2012tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi

\ertikal l{ementerian A gama';

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pendidikan

Madrasah;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 tahun 2014 tentang petunjuk

Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan OIeh Masyarakat;

Memperhatikan: l. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang pendidikan Madrasah Nomor;:
057 Tanggal l4 September20t5.

2.Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementeriin Agama Kabupaten Lebak Nomor :

Kd,28.03/pp.00t4t 1029.At20t5 Tanggat l5 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

9.

10.
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Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MUSTAFA.

KESATU

KEDUA

INDONESIA TENTANG PENETAPAN

MADRASAH ALIYAH SWASTA DARUL

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bagi Madrasah Aliyah Swasta DARUL MUSTAFA setelah jangka waktu 4 (empat) tahun,

Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Lebak yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,

pelaksanaan kurikulum, pelakasanaan pemenuhan st6ndar sarana prasarana, dan pelaksanaan

pemenuhan strindar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAp-S/M sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal

memenuhi

dimaksud

perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai
pelayanan minimal penyelengearaan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana

Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal c. maka izin operasional

KETIGA



KEETFAT : D*ai H p*rdrgn futd *n Di*tum Kcdr. tnruf a dinilai

KELIMA

tk* mcna*i *rdr pe$,m nririnxl pcnp@gar fcndidikan dan/atau hasil akreditasi

sehgcimane dimek$C Dildwn Kedua huruf b ti$ *e* peringkat minimal C, maka izin

operasional sc@aimene dirn*sud delam Diktum Kesetu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dit€tepkan di : Serang
Padata*teg&l : 16 S€;temb€r 2dl5

iAgama Rl,
tor Wilayah Kementerian Agama
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Ternbusan Kepufusan ini disarnpaikan kepada , 
"*'

l. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama R.l, Jakarta.

2. Dircktur Pendidikan Madras*h Kementerian Agema RI, Jakarta.

3. Kryla Kementerian Agama Kabupeten Lebak.
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L^AIttrB,AN : KEPUTUSAN MENTERI ACAMA REPUBLIK INDONESTA
Nomor :Kw.2t.4t4lPP.00/ 12015
Tanggal : l6"sepornber 201 5 n''

Tentang :Pemberi*n izin perdirian Madrasah Aliyah Swasta
DARUL MUSTAFA

II}ENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OTORASISF{AL

,$3

A.n. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

us suil
17 198903 1 002

I Narna Madrasah DARUL MUSTATA
2 Nomor Statistik Madrasah 131.2.36.02.m76
3 Alamat Kp. Hrmbereng

Ilcsr Luhur Jaya
Kccsraaten Cipanas
Kabuoeten Lebak

4 Nama Organisasi Penvelen geara Yeyas*n Darul Mustafa CiBan*g
5 Akte Notari* Organiqasi Penyelenggara Bronto Hertono, SH
6 Pengesahan Akte Notaris Organisasi

Penvelenssara
Trnggal0l Juli 2013
Noasr :03
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